
 
 
 

 
 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
 

NOMOR  69  TAHUN 2025 

 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang  : a. bahwa terdapat penyesuaian dan pergeseran anggaran 

belanja tidak terduga untuk pemenuhan kebutuhan 
pengamanan natal tahun 2025 dan tahun baru 2026 serta 
pergeseran antar objek dan rincian objek belanja pada jenis 

belanja dan sub kegiatan yang sama dalam program dan 
kegiatan SKPD yang tidak menyebabkan perubahan 

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 
maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian 
terhadap APBD Tahun Anggaran 2025; 

b. bahwa berdasarlan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan 
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, 
antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, 

antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub 
rincian objek; serta dalam kondisi tertentu, pergeseran 
anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat 

dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan 
Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan 

DPRD, antara lain dapat berupa kondisi mendesak atau 
perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional 
atau daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6987); 

7. Undang–Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6995); 

8. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7048); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6177); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

16. Peraturan  Presiden  Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 
Nomor 6), 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2045 

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2024 Nomor 12); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 

Nomor 8); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2025 Nomor 1); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 

2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2024-2044 (Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 14);  

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–

2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);  

30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 2); 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 5 ); 

32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 4); 

33. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 tentang 
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 51).  

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2025 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2025. 
 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2025 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 
Nomor 59), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2025 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 

59), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

2. Lampiran II Peraturan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 

51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 
59 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 (Berita 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 59), diubah menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 
 

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal, 18 Desember 2025 

BUPATI TASIKMALAYA, 

 
 

 

 CECEP NURUL YAKIN 
 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal, 18 Desember 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

 

 

 
MOHAMAD ZEN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 69 
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